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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan Nomor : 108/3.0342/SPA-3000/1057/XIl/2024-Minahasa Selatan

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten
Minahasa Selatan berdasarkan kontrak nomor 32/SPK-PPK/KPUMINSEL/XI2024 Tanggal
22 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan
memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Petra
Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie untuk periode 23 September 2024 sampai
dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana
Kampanya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati da
Walikota;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota,

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai
“Peraturan Dana Kampanye®.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1384 Tahun 2024 dan
perubahan keputusan KPU nomor 1775 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
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serta Walikota dan Wakil Walikota. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Petra Yani
Rembang. M.Th dan Frede Aries Massie terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye(RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politilk Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum wakiu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan
Umum;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat
seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak
1 (satu) hari setelah penutupan LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga
dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede
Aries Massie dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh
Pasangan Calon Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie dalam menyusun
Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Pasal 12 Ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon
perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum,

2) Pasal 12 Ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari
rekening pribadi pasangan Calon;

3) Pasal 12 Ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari
pasangan calon;

4) Pasal 12 Ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh
Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon
Perseorangan;

5) Pasal 12 Ayat (7)., Pasangan Calon membuka RKDK tdak melampaui ketentuan
pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan
1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai,
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6) Pasal 12 Ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK
membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan
formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

7) Pasal 12 Ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK
membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan
formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

8) Pasal 13 Ayat (1), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar
pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,

8) Pasal 14 Ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan
Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan
Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

10)Pasal 14 Ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan
berdasarkan:

a) putusan Bawaslu; atau
b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK
dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

b) Pelaporan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 13 Ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon
perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK;

2) Pasal 11 Ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib
ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan
Kampanye.

¢) Pengelolaan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024

1) Pasal 13 Ayat (7). Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon
wajib menyampaikan surat penunjukan pengeiola RKDK kepada KPU Provinsi
untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
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d) Penutupan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 15 Ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari selelah
masa Kampanye berakhir;

2) Pasal 15 Ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye waijib
dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum;

3) Pasal 15 ayat (6), Pasangan Calon Wajib menyampaikan surat pernyataan
penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa
kampanye berakhir.

2) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
1) Pasal 26 ayat (1), Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
a) RKDK:
b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
¢) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saido hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan,;
d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum
pembukaan RKDK;
e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing pasangan calon; dan
f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) Pasal 26 Ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
b. Periode Pembukuan, PKPU Nomor 14 tahun 2024:

1) Pasal 26 Ayat (2), Pasangan Calon mematuhi penode pembukuan LADK yaitu
sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.

2) Pasal 26 Ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu
yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK.

¢. Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 31 Ayat (2) a, Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum
masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

2) Pasal 31 Ayat (2) b, Pasangan Calon menyampakan LADK dengan
mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

3) Pasal 31 Ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan
oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) hari
sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari
KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4) Pasal 27 Ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan
kondisi:

a) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)
hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat
3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon penggantibaru oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota.
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b) Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30
(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan
pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan
Pasangan Calon pengganti/baru cleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

5) Pasal 27 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan
berdasarkan:

a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
putusan Bawaslu Kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota; atau

b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan

KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan

paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU

Provinsi untuk pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota

untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

6) Pasal 26 Ayat (4) dan Lampiran XI, Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢} Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK),

g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye

h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partal Politik atau Gabungan Partai Politik

i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan

i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

7) Pasal 31 Ayat (4) dan Lampiran XIV, Apabila LADK yang disampaikan oleh
Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota, maka pasangan calon waijib melengkapi dan/atau memperbaiki
dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam
lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:

a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan,

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye,

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

f) Formulir 8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK),

g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

L
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h) Surat Permyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;

i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

i} Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

8) Pasal 31 Ayat (4), Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik
atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian
melalui Sikadeka.

8) Pasal 31 Ayat (4), Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
Provinsi/Tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai
dengan wakiu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh
KPU Provinsi untuk pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota.

3) Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Muatan Informasi PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Pasal 28 Ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:

a) RKDK:

b) Jumlah sumbangan Dana Kampanye;

c) Catatan penerimaan Pasangan Calon;

d) Identitas penyumbang,

e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

f) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan;

g) Surat pernyataan penyumbang.

2) Pasal 28 Ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon

b. Periode Pembukuan, PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Pasal 28 Ayat (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu
dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu)
hari sebelum penyampaian LPSDK;

c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, PKPU Nomor 14 tahun 2024
1) Pasal 32 Ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal
sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan KPU, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

2) Pasal 32 Ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan
data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.

3) Pasal 31 Ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan
disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1
(satu) hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan
dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.

4) Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
dengan kondisi:
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a) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)
hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK
disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon
pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota.

b) Berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan
pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan
Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

5) Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang
ditetapkan berdasarkan:

a) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota; atau

b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

yang melewali tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam

Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK

disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil

walikota.

6) Pasal 32 Ayat (2) dan Lampiran XlII, Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK),

d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,

e) Surat Pemmyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;

f) Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan;

g) Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

h) Bukti-bukti transaksi penerimaan.

7) Pasal 45 Ayat (3) dan Lampiran XV, Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan
Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubermnur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib
melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat
dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:

wil
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a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
Perbaikan;

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye:

c) Formulir 3 Surat Pemyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;

d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,

@) Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;

fy Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan,

g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

h) Bukti-bukti transaksi penerimaan.

8) Pasal 45 Ayat (3), Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk
fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan
wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalarm penyampaian
melalui Sikadeka.

9) Pasal 45 Ayat (3), Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
provinsiftingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai
dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh
KPU Provinsi untuk pemilihan gubermur dan wakil gubemur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.

4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi, PKPU nomor 14 tahun 2024:
1) Pasal 30 Ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:

a) RKDK;

b) Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;

c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;

d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum
pembukuan RKDK:

&) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;

g) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.

2) Pasal 30 Ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon
b. Periode Pembukuan, PKPU nomor 14 tahun 2024
1) Pasal 30 Ayat (3), Pasangan Calon mematuhi pericde pembukuan LPPDK yang
dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada
saal masa Kampanye berakhir,
c. Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU nomor 14 tahun 2024:
1) Pasal 33 Ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu)
han setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.58 waktu
setempat.
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2) Pasal 33 Ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LFPDK dengan mengirimkan
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka

3) Pasal 33 Ayat (5), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan
tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon waijib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) hari
sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU
Provinsi untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubermur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4) Pasal 30 ayat (4) dan Lampiran XIll, Penyampaian LPPDK Pasangan Calon
dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan
serta dilengkapi dengan:

a) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye:;

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

f) Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK);

g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

h) Surat Pemnyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening
Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;

i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik;

i} Surat Permyataan Penyumbang dari Perseorangan;

k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

1)  Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

5) Pasal 33 Ayat (4) dan lampiran XVI, Apabila LPPDK yang disampaikan oleh
Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki
dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam
Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:

a) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
Perbaikan;

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye,

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

f) Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
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6)

7

g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

h) Swurat Pemyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening
Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;

i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politk atau Gabungan Partai
Politik;

i} Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan,

k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

I) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Pasal 33 Ayat (4), Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk

fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil

gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau

walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian

melalui Sikadeka.

Pasal 33 Ayat (4), Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat

provinsitingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai

dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh

KPU Provinsi untuk pemilhan gubemur dan wakil gubermur dan KPU

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil

walikota.

d. Sumber/Klasifikasi dan |dentitas Penyumbang, PKPU nomor 14 tahun 2024

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Pasal 6 ayat (1), Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana

Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dapat diperoleh dari-

a) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon;

b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

¢) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Pasal 6 ayat (2), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat

diperoleh dari

a) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

b) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Pasal 6 ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi

identitas yang jelas.

Pasal 8, Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan

penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumiah

sumbangan.

Pasal B, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum

Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan

atau Badan Usaha Nonpemerintah waijib dilampiri salinan akta pendirian

Perusahaan atau badan usaha.

Pasal 11 ayat (3) dan Ayat (4), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang

dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke

RKDK disertai identitas penyumbang.

X
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8) Pasal 11 ayat (3) dan Ayat (4), Identitas penyumbang dapat berupa surat
keterangan dan bank yang bersangkutan.

9) Pasal 11 ayat (3) dan Ayat (4), Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan
melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat permyataan penyumbang.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, PKPU nomor 14 tahun 2024
1) Pasal 21, Pasangan Calon mencatal dan melaporkan seluruh sumbangan

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar
Penerimaan Sumbangan.

2) Pasal 21, Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan
pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon.

3) Pasal 21, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.

4) Pasal 21, Parai Politk Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan
Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana
Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana
Kampanye.

5) Pasal 11 Ayat (2), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada
RKDK teriebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU nomor 14
tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi jumiah penerimaan sumbangan (mencakup
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi
jumiah di bawah ini:

1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk
penyumbang perseorangan; dan

2) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye
untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan
merupakan pengusul Pasangan Calon.

g. Sumbangan yang dilarang, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

1) Pasal 73, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain
untuk Kampanye yang berasal dari:

a) MNegara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing
dan warga negara asing,

b) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik
desa atau sebutan lain.
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2) Pasal 9 Ayat (7). Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Parlai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus
mematuhi ketentuan berikut:

a) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

b) Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota; dan

¢) Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

d) Waijib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling
lambat 14 (empat beias) hari setelah masa Kampanye berakhir.

3) Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Pasal 18 Ayat (1), Pengeluaran Kampanye pemilihan yaitu untuk:

a) Pembiayaan aklivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau
pembayaran Jasa),

b) Pembayaran hutang; dan

c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

2) Pasal 18 ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas
kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperiakukan ketentuan
sumbangan.

3) Pasal 21 Ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa
uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan
terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

4) Pasal 21 Ayat (7)., Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi
tentang bentuk dan jumiah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

5) Pasal 18 Ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi
dalam pemungutan dan penghitungan suara.

6) Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran
Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara
sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi
yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan
Calon Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie pada suatu pelaksanaan Perikatan
Asurans, terdapal keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling
yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan
kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat lingkup, ragam, dan
karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga
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ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana
Kampanye tersebut. Pemenksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi
yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Petra Yani Rembang, M.Th dan
Frede Aries Massie sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak
diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan
Pasangan Calon Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie terhadap peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PETRA YANI REMBANG,
M.Th dan FREDE ARIES MASSIE

Pasangan Calon Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie bertanggungjawab atas
penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi,
dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan
sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Petra Yani
Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyalakan
dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon
Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie tertanggal 25 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022); “Perikatan Asurans
selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis® yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan
Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan
independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut
juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara
memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan KPU nomor 14 tahun
2024 (Pasal 62) tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan audit Laporan Dana
Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (Lima belas) hari
kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Petra
Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Kabupaten Minahasa Selatan.
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Simpulan

Menurut opini kami, Pasangan Calon Calon Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries
Massie dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang
material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024 dan
perubahan keputusan KPU nomor 1775 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian
Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan
laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
RAMA WENDRA

Coye

Mimando, SE., Ak.. CPA., CA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1057

Jakarta, 11 Desember 2024
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F. FORMULIR 8 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

e e
B B

&

ASERS| ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPAT| DAN WAKIL BUPATI

Kami yang beranda tangan di bawah inic

: Desa Matani Satu Kecamatan Tumpsan Kabupaten Minahasa Setatan

JAGA |ll DESA TOMPASO BARU || KECAMATAN TOMPASO BARU

i Nama : PETRA YANI REMBANG .M. Th
Alamat
Nomor induk Kependudukan : 7105101301670001
Jabstan : Calon Bupati
2 Nama - FREDE ARIES MASSIE
Alamal
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Momor Induk Kependudulkan : 3MT2022104681001
Jabatan - Calon Wakil Bupati

Dangan Ind menyalakan kepatuhan kami terhadap kelemuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ponetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikola Menjadi Undang-
Undang sebagaimana ielah beberapa kall diubah, lerakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2020 teniang Penetapan
Poraturan Pomerintah Pongganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Porubahan Keligh atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 teniang Pensispan Paraturan Pemesintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2014 terdang Pamiiihan
Gubemur, Bupati dan Wallkota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupatl dan Wakil Bupat, sebagal bankut:

PATUH/

RKDK pada Bank UImum atas nama Pasangan Calon
dan terpisah dari rekening pribadl Pasangan Calon.

Paraluran KPU Nomor 14
lentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubemur dan Waldl
Gubemur, Bupsti dan Waldl
Bupat, Serta Wallkola dan
Wakil Walikota

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A, |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. | Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pangusul membuka | Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)| Pawh




PATUH/

HAL UNSUR KEFATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
2 3 4 5
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulal sejak|Pazal 12 ayal (7) Peraturan| Patuh
pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)| KPU Nomos 14 tentang Dana
Harl sabelurn mass Kampanys dimulis, Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupat
dan Wakll Bupat, Sera
Wallkota dan Wakil Walikota
€. Kami membuka dan malaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 13 ayat (4) Peraluran Patuh
RKDK kepada KPL Kabupaten, KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilinan Gubermur
dan Wakll Gubemur, Bupat
dan Wakil Bupal, Sera
Walikota dan Wakdl Walkota
Pangelolaan Kami menempatkan penerimaan Oana Kampanye yang|Pasal 11 ayal (2) Peraturan Patuh
berpentuk uang pada RKDK terfebih dahulu sebelum|KPLU Normor 14 temtang Dana
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan, Kampanya Pamilihan Gubamur
dan Wakil Gubermnur, Bupati
dan Wakil Bupsti, Sera
Walikota dan Wakil Walkota
Panulupan 2. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambatl 2 | Pasal 15 ayat (3) Persturan| Patuh
{dua) Har setelah masa kampanye borakhr KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubermur, Bupat
dan Wakil Bupati, Serta
Watikota disn Wakil Walkota
b. Kami menyampaikan sural pemyataan penutupan|Pasal 15 syal (6) Peraturan| Patuh
rekening khusus dana kampanys dari bank umum|KPU Nomor 14 tentang Dana
kepada KPU Kabupaten, palng lambat 2 (dua) Han|Kampanye Pemilihan Gubermur
s#lelah masa Kampanye, dan Wakil Gubemwr, Bupati
dan Wald Bupati, Serta
Walikota dan Wakill Wallkota
Laporan Awal Dana Kampanye [LADK)
Mustan Informasi | Kami menyusin LADK yang memuat informasi: Pasal 26 ayat (1) Peraturan Patuh

a RKDK;

b. Saldo awal REKDK alau saldo psmbukaan dan sumber
perolehan,

¢. Saldo pwal permbukuan yang merupakan sisa saldo hasil
pererimaan sumbangan dan pengahmran untuk kegiatan
Kampanye apabila dilerima sabelum  periode
pambukuan;

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebeium pembukaan RKDK;

e Momor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon; dan

f. Bukti penermaan dan pengeluaran yang dapat

dipartanggungiawablkan,

KPU Nomor 14 tentang
Dana Kampanye Pamilihan
Gubarmiur dan Wakll Gubamur,

Bupat! dan Wakil Bupali, Sarta
Walikota dan Wakil Walikota.
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i

F-

, Kami mempisun LADK dengan Periode pembukuan yang
dimulal sejak pembukaan RKDK sampal dengan 1 {satu)
Harn sabalum wakiu penyampaian LADK.

Pasal 26 ayat (2) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pamilihan Gubarmur
din Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakll Bupat, Seria
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

. Pembukuan Dana Kampanye tersisah dan temisah dar
pambukuan keuangan pritad| Pasangan
Calon/pengurus/ anggota/personal Pariai Poliik Peserta
Pemilu atay Gabungan Paral Politk Peseria Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calan

Pasal 21 ayat (6) Paraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pamiihan Gubarmur
dan Wakil Gubermnur, Bupat
dan  Wakll Bupati, Sera
Walikota dan Wakal Walikots

Patuh

. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi

tentang bentuk dan jumiah penermaan dan pengeluaran
disartal bukll penenmaan dan pengeluaran yang dapal
dipertanggungjawablan,

Pasal 21 ayat (7) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubamur
dan Wakll Gubemwr, Bupati
dan Wakil Bupat, Sena
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

. Pembukuan Dana Kampanye maniadi langgung jawab
Pasangan Calon,

Pasal 21 ayat (8] Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pamilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur, Bupati
dan  Wakdl Bupati, Serta
Wailkota dan Wakil Walkota

Panyampaian

, Kami menyampalkan LADK kepada KPU Kabupaten
dengan mengirimkan data dan dolumen LADK yang
diunggah melalui Skadeka;

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana HKampanye
Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubermur, Bupati dan Wakil
Bupat, Seta Walkota dan
Wakil Wallkota

Patuh

. Kami menyampaikan LADK 1 (salu] Har sabelum masa
Kampanye, paling lambat pukul 23 58 wakiu setempal;

Pasal 31 ayat (2) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubamur
dan Wakl Gubemur, Bupat
dan Wakdl Bupst, Sora
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

¢ Apabila terdapal perbalkan, maka kami menyampaikan

LADK perbakan kepada KPU Kabupaten melakl
Slkadeka paling lambat 3 (lga Harl sejak menerima
tanda pengembalion dan berita acarn hasil pencermatan
dan KPU Kabupaten, palng lambat pukul 23.59 wakiu
selempat

Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubemur dan Wadldl
Gubemur, Bupati dan Walil
Bupati, Serta Walkota dan
Wakil Walikota

Kolengkupan

. Kami manyampnilkan LADK secamn lengkap yong terdi
atas

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADKCY,

2) FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN

Patuh
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3)

1)

5)

7

8)

9)

10) Sural Pemyatzan Penyumbang dar Perseorangan;
11) Sural Pemyataan Pemyumbang dar Badan Hukum

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembaliian oleh
KPU Kabupaten, maka kami melengkapl danfatau
mamparbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK
parbaikan yang terdin atas

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
8)

10) Surat Pemyataan Panyumbang darl Parssarangan;
11) Sursl Pemyniasn Panyumbang dan Badan Hukum

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE,

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORANM
AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR B SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
{LADK}),

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Danal
Kampanye;

Surat Pamystsan Penyumbang dar Partai Politikc

Swasta, dan

pangaluaran

FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK) PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMLULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE:

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE,

FORMULIR & SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK),

Safinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanys;

FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada ).

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik,

Swasta; dan
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12} Bukfi-bukti transaksi penermaan dan ransaksi
pengeluaran,

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan informasi

Kami menyampaikan LPSOK dan pevyumbang kepada KPU

Kabupaten yang mamual informasi:

8. RKDK

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye,
c. Catatan penerimaan Pasangan Calon,

d. ldentitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayal {3) dan ayat {4);

& Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calor;

f, Bukti penermaan yang dapat dipertanggungiawabkan,
dan

9. Surat permyataan penyumbang,

Paszal 28 ayal (2) Peraturan
KPU Nomaor 14

tentang Dana Kampanye
Pemilinan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupali dan

Wakil Bupasti, Serta Walkota
dan Wakil Wallkota

Patuh

Pamibiikuan

a. Kami meryusun LPSDK dengan Periode pembukuan
yang dimulai 1 (satu) Har setelah penutupan pembukuan
Han sebefum

LADK =sampai dengan 1 (zafu)

paryampaian LPSDK.

Pasal 28 ayal (3) Persiuran
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur, Bupat
dan Wakil Bupati, Sara
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan
Pasangan
Calon/pengurus/anggota/personel Partal Politk Peseria
Pemily atay Gabungan Partal Foltk Peserta Pemiy

keuangan pritadi

yang mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 21 ayst (6) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermiur
dan Wakil Gubermur, Bupat
dan Walkdli Bupali., Sera
Walikcta dan Wakil Walikota

Patuh

¢. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bantuk dan jumiah panenmaan dan pengeluaran
disertal bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 21 ayat (7) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemuwr, Bupat
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota don Wakil Walikota

Patuh

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab

Pazangan Calon.

Pazal 21 ayat (B) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubarnur
dan Wakil Gubemnur, Bupat)
dan  Wakil Bupafi, Seria
Walikota dan Wakll Wallkota

Patuh

Penyampaian
Laporan

a. Kam menyampalkan LPSDK kepada KPU Kabupaten
dengan meanginmkan data dan dokumen LPSDK yang
diunggah medaiui Sikadeka sesuni dengan jadwal, paling

fambat pukul 23.59 wakiu setempal.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)
Peratran  KPU  MNomor 14
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubemur dan Walil
Gubermur., Bupatl dan Wakil
Bupati, Serta Walkola dan
Wakil Walikota




PATUH/

UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
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b. Apabila terdapat perbatkan, maka kaml menyampalkan | Pasal 232 ayat (4) Peraturan| Patub

LPSOK perbaikan kepada KPL Kabupalen melalui
Sikadaka paling lambat 1 (had) Harl sejak menerma
tanda pengembalian dan berita azara hasil pencermatan
dan KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23 59 waidu
setempat.

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pamillhan Gubamur

dan
dan
Wal

Wakil Gubemur, Bupail
Waldl Bupali, Sera
ikota dan Walkil Wallkota

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang lerdin

atas:
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7
8)

9)

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada),

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye,

Surat Pemyataan Penyumbang dar| Partai Politik;
Sural Permyataan Penyumbang dan Perseorangan;

Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Bukti-buktl transaksi penedmaan dan  transaksl
pengeluaran

b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
mamparbaiki dokumen LPSDK dinaksud dengan LPSDK
parbailian yang lerdir otes:

1

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

g

FORMULIR 1 LAPORAN FPENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE  (LPSDK)
PERBAIKAN;

FORMLULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 SURAT PERMYATAAN TANGGUNG
JAWAB  ATAS LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN,

FORMULIR LOK-RELAWAN (apabila nda);

Salinan dan Rekening Koran Rekering Khusus Dana
Kampanye,

Surat Pemyataan Penyumbang darl Partai Politik;
Surat Pemyalaan Penyumbang dari Perseorangan;

Sural Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasia dan lampiran; dan

Bukii-bukll transaks| penefimaan dan  (ransaksi
pengalusran,

Patuh




PATUH/

HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
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Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
Muatan Informasi | Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 30 ayal (1) Peraturan Patuh
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber|Nomor 14 tentang Dana
perolehan, Kampanye
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil| Pemilihan Gubemur dan Wakil
penarimaan sumbangan dan pengeluaran uniuk keglatan| Gubermur, Bupatl dan Wakil
Kampanyas apebia diterma sebelum  periode|Bupatl, Serta Walkota dan
pambukuan; Wakil Walikota
d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan RKDK:
a. Nomaer pokok wajih pajak masing-masing Pasangan
Calon;
. Bukti ponenmasn dan pengeluaran Yyang dapal
dipertanggung@wabican;
g. Saldo skhir pada sast penutupan pembukuan LPPDK.
dan
Pambukuan o, Mami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Harl setalah| Pasal 30 ayat (3) Peraturan| Paluh
panutupan pembukuan LADK dan ditulup pada saal| KPU Nomaor 14 tentang Dana
masa Kampanye berakhir, Kampanye Pemifihan Gubermur
dan Wakil Gubermwr, Bupat
dan Wakil Bupali, Sertn
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye lerpisah dari pembukuan)| Pasal 21 ayal (8) Peraturan Patuh
keyuangan pribadi Pasangan | KPU Nomor 14 tentang Dena
Calon/pengurualanggota/personel Partal Politk Peserta| Kampanye Pomilihan Gubamur
Pemilu atau Gabungan Parial Politik Peserta Pemilu|dsn Wakil Gubermur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupal, Serta
Wallkota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informas:|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk don jumiah penerimaan dan pengeluann| KPL Nomor . tentang Dana
diseriai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat| Kampanye Pemilinan Gubermur
dipertanggungiawabkian. dan Wakil Gubemur, Bupat
dan ‘Waki Bupati, Serma
Wallkota dan Wakil Walkota
d, Pambukusn Dana Kampanye menjadl tanggung jawab | Pasal 21 ayat (8) Peraturan| Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomaor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubarmur
dan Wakil Gubemur, Bupnti
dan Wakil Bupali, Serna
Walikata dan Wakil Wallkota
Peanyampaian a. Kaml menyampaikan LPPOK kepada KPU Kabupaten|Pasal 33 ayat (1) dan ayal (2)] Patuh
Laporan dengan mengiimkan data dan dokumen LPPDK yang|Peraturan KPU  Nomoes 14

dilnggah medalul Sikadeka

tentang Dana Kampanye
Pemilthan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupali dan Wakil
Bupati, Serda Walkota dan
Wakil Walikota




PATUH/

HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
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b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari| Pasal 33 ayat (2) Persturan| Patuh

setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59
witkty setempat.

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubemuwr, Bupab
dan Wakil Bupati, Seria
Wailikota dan Wakil Walikota

. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan
LPPOK perbaikan kepada KPL Kabupaten melahs
Sikadeka paling lambat 1 (har) Harl sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan
darl KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23 59 wakiu
setempa.

Pasal 33 ayat (5) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilinar Gubermur
dan Walkil Gubemwr, Bupat
dan Wakii Bupal, Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Kalengkapan

Kam| menyampaikan LPPDK sacara lengkap yang lerdin
atas

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK),

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMEBEANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE:

5) FORMULIR 5 LAPORAMN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

DAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE.
6) FORMULIR & ASBERSI ATAS LAPORAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK),

7] FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada).

8) Surst Pemyataan Penyumbang dari Partal Politk;

9) Surst Pemyaisan Penyumbang dari Perssorangan;

10) Surat Pemyatsan Pemyumbang dari Badan Hukum
Swasia dan lampiran; dan

11} Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanys,

12) Surst Pemyataan dardi  Bank Umum  yang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan tefah ditutup, dan

13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan ransaksi
pangaluaran.

b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembaliken oleh
KPU Kabupaten, maka kami melengkapl danatau
memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK
peartaikan yang lerdirl atas.

Patuh
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FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PERBAIKAN,

FORMULIR 2  DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE,

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE,

FORMLULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKLUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

FORMULIR & ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAMNA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN,;

FORMULIR LDK-RELAWAN (apablla ada};
Surat Permyataan Penyumbang dari Partal Politik
Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Sural Pemyataan Penyumbang dan Badan Hukum

Swasta dan lampiran; dan

11) Saliman dan Rekening Koran Rekening Khusus Danal
Kampanye;

12) Surat Permyataan dari  Bank Umum  yang

menyatakan babwa rekening Pasangan Calon

bersangkutan telah ditutup, dan

13) Bukti-bukth transaksi penefmaan dan (ransaks!
pengeluaran.

1)

2)

3)

4)

5)

&)

7)
&)
8)
10)

Sumber Dana
Kampanye

Kami menearma Dana Kampanye yang diperoleh dart:

a sumbangan Parai Politk dan/atau Gabungan Partai
Poliik yang mengusuikan Pasangan Calon: (khusus
uniuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau
Gabungan Partal Polltix)

k. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang tidak meangikat yang melipufi
sumbangan perseorangan  dan/atau  padan  hukum
swasta,

Pasal 6 ayat (2) Paraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubamur
dan Wakil Gubemur, Bupati
dan ‘Wakil Bupat, Sera
Wallkota dan Wakil Wallkota

Patuh

Pambatasan/
Kosesuaian

Kam| memaiubi |jumlah maksimal balasan penenmaasn
sumbangan yang mencakup uang, bamng danfatau |asa
yang dikonversikan dengan nilai vang, termasuk diskon
pembelan barang atau jasa yang melebihi tatas kewsjaran
transaks: secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK. dan LPPDK. Rincan pembatesan maksimal
sumbangan sebagal barkul

Pasal 9 ayat (1) dan ayal (2)
Pamturan  KPU Momor 14
tentang Dana Kampsnys
Pemilinan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupall dan Wkl
Bupat, Serta Walkota dan
Walkil Wallkota
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a. Dana MKampanye yang berasal dani  phak lain
perseorangan paling banyak Rp75.000.00000 (tujuh
pubsh lima juts ruplah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanys yang berasal darl badan hukum swasta
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus ima puluh
juta rupah) sefama masa Kampanye.

Kami tidak menggunakan dana dar sumbangan yang
dilarang, Apablla kami menerima sumbangan yang dilarang
miaka kami mematuhl ketentuan sebagal barikut!

a, Tidak menggunakan sumbangan tarsabut;

b. Meolaporkan sumbangan yang dilarang lersebul kepada
KPU Kabupaten; dan

¢. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling

lambat 14 {empat belas) Han setelah masa Kampanye
Darmkhir.

Pasal 73 Pemturan KPU
Nomor 14 lentang Dana
Kampanya Pemilihan Gubermur
don Wakll Gubemur, Bupab
dan Wakil Bupat, Serna
Walikota dan Wakil Walikota

Dana Kampanys

Kaml mancalal dan membukukan seluruh pengoluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan akiivitas Kampanys,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar,

Calatan;
a) Pambiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ alay pembayaran jasa,

b) Pambayaran hutang merupakan pembayaran  alas
hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembaelian
barang dan pihak lein dan menjadi tonggung jawab
Pasangan Calon yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai

saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan
penghitungan suara.

Patuh

Demikan pemyataan inl dibuat dengan sebenamya.

CALON BUPATI

[ PETRA YAN| REMBANG . M.Th)

Amurang, 25 Novembar 2024

CALOMN WAKIL BUPATI

{ FREDE ARIES MASSIE )
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A FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN
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PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PETRA YANI REMBANG , M.TH - FREDE ARIES MASSIE

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Penode 24 September 2024 sid 23 November 2024

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A1 | Penarimaan sebelum periode 1.000.000 0 ]
pembukuan
A2 |Penerimaan sumbangan
1. |Pasangan Calon 1] 21.300.000 0
2 Panai Politik atau Gabungan Farnai 0 0 0
Politik
3. |Sumbangan Plhak Lain Perseorangan 4] 0 4]
4 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum (4] o o
Swasta
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 21.200.000 ]
A3 |Penerimaan Lain-Lain
1. |Bunga Bank 0 0
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0
A4 | Penerimaan Barang Hasll Pembelian
1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 840.000 0
Bahan/Design danfatau Alat Peraga
Kampanye
2 Barang Ditedima Dimuka Hasil 0 0 1]
Pembualan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanya
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 B40.000 o
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 1.000.000 22.140.000 0
B8 | Pengeluaran sebelum perode 0 a ]
pembukuan




AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengaluaran

Rapat Umum

Fertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

g ]

Pembuatan/Produks! Iklan di Media
Massa Catak, Medla Massa Elakironik,
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

Q|lo|jlo|o

o|lo|o|o

alo|lo|o

Pembuatan Bahan/Design danfatau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Kepada
Umum

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

22.140.000

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lgin

a. Adminiastrasi Bank

B0.000

Pembelian Asat

.. Pembalian Peralatan

. Pembelian Perlengkapan Kantor

AEBEE

Pembayaran Utang Pembelian
Barang

oclo|lo|o
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f. Pengeluaran Lain

TOTAL PENGELUARAN

22.140.000

Utang

Utang Pembelian Barang

Saldo

Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

Kaa di Bandahpra

100.000

Barang

CALON BUPATI

[ PETRA YAN| REMBANG , M.Th}

Amurang, 25 November 2024
CALON WAKIL BUPATI

-

( FREDE ARIES MASSIE )







